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NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

SATU DATA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU TENGAH,

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan
terpadu secara seksama dan berkelanjutan;

bahwa dengan dibentuknya Badan Pusat Statistik di
Kabupaten Mamuju Tengah, maka terjadi peralihan
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang statistik Kabupaten
Mamuju Tengah;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu
Data Indonesia Kabupaten Mamuju Tengah masih
memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamuju Tengah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG SATU
DATA INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan angka 5 Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Mamuju
Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia
(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 Nomor
13) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju
Tengah.

Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah
Badan Pusat Statistik yang merupakan instansi vertikal yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di
Kabupaten Mamuju Tengah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya  disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendckumentasian,
penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID
Pembantu.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data
pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat,
mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta
mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instanasi Pusat
dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data,
metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode
referensi dan data induk.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda isyarat,
tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan
keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek,
kondisi atau situasi.

Data Statistik adalah data berupa angka tentang karateristik
atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara
pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis,
dimensi atau ukuran, dan/atau karateristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau
di atas permukaan bumi.

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
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25.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan
data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan
pengelolaan informasi data.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar system elektronik yang saling
berinteraksi.

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau
norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat
unik.

Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam
proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan
bersama.

Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Mamuju Tengah
adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat
dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data
Indonesia di Kabupaten Mamuju Tengah.

Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta
pemeliharaan data yang didapatkan dari system maupun
aplikasi operasional.

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk
penempatan system elektronik dan komponen terkait lainnya
untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan
data.

Portal Satu Data Indonesia di Lingkungan Kabupaten
Mamuju Tengah adalah media bagaipakai data di tingkat
pemerintah daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan
melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah
yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan
terkait data.

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh
Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Walidata Pendukung Teknis adalah unit pada Perangkat
Daerah yang membantu tugas Walidata terkait dukungan
infrastruktur TIK, penyebarluasan informasi, dan keamanan
informasi.

Walidata Pendukung Verifikator prinsip satu data adalah
unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata
terkait pemeriksaan kesesuaian data prinsip Satu Data
Indoensia Kabupaten Mamuju Tengah dan materi konten.
Walidata Pendukung Verifikator Konten adalah wunit
Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi
Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan
keakuratan konten data.

Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi
Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah,
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
menggunakan Data.

Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya
ditunjukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi
pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki -ciri-ciri
lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro
dalam lingkup daerah.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatanya
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggaraan  tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan.

Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatanya
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha,
pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam
kehidupan masyarakat yang penyelenggaraanya dilakukan
oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur
masyarakat lainnya.

Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a adalah informasi geospasial yang berisi
tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau
diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak
berubah dalam waktu relatif lama.

. Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b adalah informasi geospasial yang
menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat
mengacu pada informasi Geospasial Dasar.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
dengan pembangunan daerah lainnya.

Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum
kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah
sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta
hubungan antara pembangunan daerah dengan
pembangunan daerah lainnya

Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi
perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah
diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan
pembangunan nasional.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada Tanggal 17 Juli 2024
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
Pada Tanggal 17 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd
H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007
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